
 

 

 

BUPATI PASURUAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 67 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 5 TAHUN 2016 
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN 

RETRIBUSI DAERAH KE DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

Menimbang    : a. 

 

 

 

 

bahwa agar bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

kepada desa dapat digunakan untuk membiayai program 

dan kegiatan sesuai dengan kewenangan desa yang 

dimiliki  serta sesuai dengan RPJMDesa dan RKPDesa, 

sehingga perlu melakukan penyesuaian Peraturan Bupati 

Pasuruan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke 

Desa; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan 

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian 

Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa; 

Mengingat      : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 

Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2730); 

 



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  

Nomor  15  Tahun  2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 

Indonesia Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 120 Tahun 2018; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi 

Daerah ke Desa. 

 MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG TATA CARA 
PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI 
DAERAH KE DESA 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut: 

 

 



TELAH DITELITI 

Pejabat Tanggal Paraf 

Sekretaris Daerah   

Asisten PKR   

KEPALA DPMD   

Kabag. Hukum   

sekretaris DPMD   

Kepala Bidang   

 

Pasal 9 

Penggunaan dana Bagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk: 

a. penyelengaraan Pemerintah Desa;  

b. pelaksanaan pembangunan;  

c. pembinaan kemasyarakatan; 

d. pemberdayaan masyarakat desa; dan  

e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

 

Ditetapkan di Pasuruan 

pada tanggal 1 Desember 2020 

BUPATI PASURUAN, 

 

 Ttd. 

 

M. IRSYAD YUSUF 

Diundangkan di Pasuruan 

pada tanggal 1 Desember 2020 

SEKRETARIS DAERAH, 

 

          Ttd. 

 

ANANG SAIFUL WIJAYA 

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 67 


